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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Reformasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara 

secara mendasar telah dimulai sejak dilakukannya amandemen terhadap 

Undang-Undang Dasar 1945. Reformasi sistem penyelenggaraan 

pemerintahan negara tersebut menjadi konfigurasi dan referensi bagi bangsa 

Indonesia, mengingat reformasi mencakup proses demokratisasi, penegakan 

hukum, otonomi dan desentralisasi, serta penciptaan penyelenggaraan 

kepemerintahan yang baik. 

Salah satu upaya dalam penciptaan kepemerintahan yang baik 

tersebut, antara lain adalah melalui penyempurnaan kebijakan pengelolaan 

keuangan negara, yaitu melalui paket peraturan perundang-undangan di 

bidang keuangan negara yang meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 

Negara. Paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara 

tersebut, membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara 

yang lebih akuntabel dan transparan. 

Dalam upaya penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan negara, 

dan sebagai tindak lanjut Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah telah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Intern ini 

dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat 

sepanjang kegiatan, dan dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta harus 

dapat memberikan keyakinan yang memadai. Hal ini baru dapat dicapai jika 
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seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas 

keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian, maka 

penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan 

pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta 

efisien dan efektif. 

Disamping itu, sistem Pengendalian Internal mempunyai arti yang 

sangat penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan 

pemerintahan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengendalian 

internal yang melekat pada fungsi manajerial ditujukan untuk memastikan 

dan menjamin bahwa visi, misi, tujuan, sasaran, program serta kegiatan 

dapat terlaksana dan mencapai hasil dengan baik. Dalam implementasinya 

pengendalian internal pada hakekatnya adalah segala upaya yang dilakukan 

dalam suatu organisasi untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan 

organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien dan ekonomis, segala sumber 

daya dimanfaatkan dan dilindungi, data dan informasi serta laporan dapat 

dipercaya dan disajikan secara wajar, serta ditaatinya segala ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sebagai langkah pertama yang telah dilakukan dalam penerapan 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 adalah menerbitkan Peraturan 

Gubernur Kep. Bangka BelitungNomor 38 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Kep. 

Bangka Belitung. Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas 

melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang 

pembangunan ketahanan pangan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

memerlukan  suatu sistem pengendalian intern yang jelas dan standar bagi 

semua pihak yang terlibat dalam pencapaian program kegiatan. Praktik-

praktik baik yang telah berlangsung di Dinas Pangan perlu distandarisasi dan 

didokumentasikan agar menjadi acuan bagi pimpinan dan staf dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya serta menjamin keberlangsungan 
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implementasi praktik-praktik baik tersebut, meskipun terjadi  transisi 

kepemimpinan manajerial. 

Setiap Instansi Pemerintah dituntut untuk mampu mengelola 

keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Oleh 

karena itu, pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pengendalian 

atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP bertujuan untuk memberikan 

keyakinan yang memadai bagi tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan 

yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset 

negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.  

Sebagaimana diketahui, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan 

secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan 

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang 

efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset 

negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.Dari 

pengertian di atas dapat dilihat bahwa fondasi dari pengendalian adalah 

orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk unsur lingkungan 

pengendalian yang baik, yang didukung oleh komitmen bersama serta 

kepemimpinan yang kondusif untuk mencapai sasaran dan tujuan instansi 

pemerintah. 

Unsur berikutnya dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP), yaitu penilaian risiko, dimulai dengan melihat kesesuaian antara 

tujuan kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah dengan tujuan 

sasarannya, serta kesesuaian dengan tujuan strategis yang ditetapkan 

pemerintah. Setelah penetapan tujuan, instansi pemerintah melakukan 

identifikasi atas risiko intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, menganalisisnya untuk 

mendapatkan risiko yang memiliki kemungkinan (probability) kejadian dan 

dampak yang sangat tinggi sampai dengan risiko yang sangat rendah. 
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Berdasarkan hasil analisis risiko, selanjutnya dilakukan respon atas 

risiko dengan membangun kegiatan pengendalian yang tepat.Kegiatan 

pengendalian dibangun dengan maksud untuk memastikan bahwa respon 

risiko yang dilakukan instansi pemerintah sudah efektif.Seluruh 

penyelenggaraan unsur SPIP tersebut haruslah dilaporkan dan 

dikomunikasikan serta dilakukan pemantauan secara terus-menerus guna 

perbaikan yang berkesinambungan. 

Risiko mengacu pada ketidakpastian (uncertainty). Ketidakpastian 

diartikan sebagai kurangnya pengetahuan dalam menjelaskan sesuatu atau 

hasilnya di masa depan, dengan banyak kemungkinan hasil, sementara risiko 

adalah ketidakpastian yang kemungkinan hasilnya akan berakibat tidak 

diinginkan atau mendatangkan kerugian yang signifikan. Meskipun 

berkonotasi negatif, risiko bukan merupakan sesuatu yang harus dihindari 

melainkan harus dikelola melalui suatu mekanisme yang dinamakan 

pengelolaan (manajemen) risiko. 

Dasar pemikiran pengelolaan risiko adalah bahwa setiap entitas, baik 

yang berbentuk korporasi yang berorientasi laba maupun organisasi 

masyarakat yang berorientasi nirlaba, serta sektor publik (badan pemerintah, 

instansi pemerintah) yang berorientasi kepentingan publik dibentuk dan 

dikelola untuk memberikan atau menghasilkan nilai bagi para pemangku 

kepentingan (stakeholders). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 ayat (1), disebutkan bahwa 

pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Dalam PP 

Nomor 60 Tahun 2008, pasal 13, disebutkan bahwa penilaian risiko adalah 

kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian 

tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Lebih lanjut, dalam PP tersebut 

disebutkan bahwa penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis 

risiko. 

Ruang lingkup identifikasi risiko mencakup langkah-langkah yang 

harus ditempuh dalam pelaksanaan identifikasi risiko pada sektor publik yang 
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terdiri atas identifikasi risiko potensial, baik risiko yang berasal dari 

lingkungan internal maupun lingkungan eksternal instansi pemerintah. 

Namun, dalam identifikasi risiko perlu dilakukan penetapan konteks terlebih 

dahulu yang terkait dengan penetapan tujuan dan sasaran instansi 

pemerintah. Hal ini sejalan dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 13 ayat 

(3), yang menyebutkan bahwa dalam rangka penilaian risiko sebagaimana 

dimaksud pada ayat 2.1 Identifikasi Risiko 5(1), pimpinan instansi 

pemerintah menetapkan (a) tujuan instansi pemerintah; dan (b) tujuan pada 

tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-

undangan. 

 

B. Dasar Hukum 

Implementasi SPIP Provinsi Kep. Bangka Belitungberlandasan kepada 

beberapa aturan, sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4033); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679)  ; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4890). 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma 

Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah. 

7. Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat  Daerah Provinsi Kep. 

Bangka Belitung(Lembaran  Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 

2016 Nomor 1 Seri D). 

8. Peraturan Gubernur Kep. Bangka BelitungNomor 58 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Dinas Pangan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung (Berita Daerah 

Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri D). 

9. Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung Nomor 66 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Penilaian RisikoDi Lingkungan Provinsi Kep. 

Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 

2019 Nomor 47 Seri E). 

10. Rencana Strategis Dinas PanganDaerah Provinsi Kep. Bangka Belitung 

2017 – 2022. 

 

C. Tujuan 

Tujuan penyusunan buku penilaian risiko pada Dinas PanganDaerah 

Provinsi Kep. Bangka Belitung adalah sebagai berikut : 

1. Pembangunan infrastruktur penyelenggaraan SPIP khususnya unsur ke 

dua yaitu unsur penilaian risiko pada tingkat instansi dan kegiatan  

2. Untuk mendapatkan register dan peta risiko pada tingkat tujuan instansi 

dan kegiatan. 

3. Sebagai bahan evaluasi pengendalian intern dalam implementasi SPIP 
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D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan penilaian risiko pada Dinas Pangan 

ProvinsiKep. Bangka Belitung meliputi seluruh kegiatan strategisyang ada di 

lingkungan Dinas Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung terdiri dari: 

1. Sekretariat, terbagi atas : 

- Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 

- Subag Umum dan Kepegawaian 

- Subag Keuangan 

2. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan; 

3. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan; 

4. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. 

 

E. Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam penilaian risiko pada Dinas Pangan 

ProvinsiKep. Bangka Belitung baik pada tahap identifikasi risiko dan analisis 

risiko adalah kualitatif, sedangkan teknik yang digunakan adalah 

brainstorming yang melibatkan seluruh bagian di lingkungan Dinas Pangan 

ProvinsiKep. Bangka Belitung. 

 

F. Sistematika Pelaporan 

Buku penilaian risikoDinas PanganProvinsi Kep. Bangka Belitungini 

disusun dalam struktur bab sebagai berikut: 

 

Bab I  Pendahuluan 

 Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, dasar 

hukum, tujuan, ruang lingkup, metodologi dan sistematika 

pelaporan dalam melaksanakan penilaian risiko di 

lingkungan Dinas Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung. 
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Bab II  Gambaran Umum Entitas 

 Dalam bab ini diberikan gambaran singkat mengenai Dinas 

Pangan Provinsi dari segi organisasi(struktur organisasi dan 

uraian tugas), visi, misi, tujuan dan sasaran, tugas pokok 

dan fungsi, serta program dan kegiatan utama (core 

business process) Dinas Pangan Daerah  Provinsi Kep. 

Bangka Belitung. 

Bab IIIHasil Penilaian Risiko 

Bab IV  Penutup 

 Bab ini menguraikan secara singkat simpulan umum dari 

hasil penilaian risiko yang telah dilaksanakan. 
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BAB II  

GAMBARAN UMUM 

DINAS PANGAN 

PROVINSI 
 

 

A. Organisasi 

Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah 

satu lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 

kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang ketahanan 

pangan. Salah satu tugas Dinas Pangan adalah melaksanakan kegiatan 

pembangunan ketahanan pangan yaitu menjamin ketersediaan dan 

konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang hingga 

ke rumah tangga. Ketahanan pangan diwujudkan secara merata di seluruh 

wilayah, sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, 

kelembagaan dan budaya lokal. Disamping itu pangan juga merupakan 

komoditi ekonomi, sehingga pembangunannya dikaitkan dengan peluang 

pasar dan peningkatan daya saing yang dibentuk dari keunggulan spesifik 

lokasi, keunggulan kualitas, serta efisiensi dengan penerapan teknologi 

spesifik. 

Dinas pangan dengan prinsip kemandirian dan kesinambungan 

berupaya mewujudkan pemantapan ketahanan pangan. Berbagai upaya 

yang dilakukan tidak lepas dari pengaruh faktor-faktor internal maupun 

eksternal yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Sementara itu, Dinas pangan juga merupakan suatu sistem yang komplek 

yang terdiri dari sub sistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Dinamika 

dan kompleksitas tersebut menyebabkan berbagai permasalahan, tantangan,  
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potensi dan peluang yang perlu diantisipasi melalui kerjasama yang 

harmonis antar seluruh pihak terkait dalam mewujudkan ketahanan pangan. 

Permasalahan dan tantangan dalam pembangunan ketahanan 

pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain adalah semakin 

terbatasnya sumber daya alam dan beralihnya fungsi lahan pertanian akibat 

penambangan timah rakyat, Ketergantungan kepada daerah lain atas 

penyediaan bahan-bahan kebutuhan pokok, masih terbatasnya sarana dan 

prasarana usaha di bidang pangan, dan terbatasnya kapasitas pelabuhan 

sehingga menyebabkan biaya transportasi dan bongkar muat menjadi 

meningkat. 

Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan 

dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2012 tentang 

Ketahanan Pangan yang menyatakan bahwa, penyediaan pangan: 

“Diselenggarakan untuk memenuhi konsumsi pangan rumah tangga yang 

terus berkembang dari waktu ke waktu  melalui: a) pengembangan sistem 

produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan 

budaya lokal; b) pengembangan efisiensi sistem usaha pangan; c) 

pengembangan teknologi produksi pangan; d) pengembangan sarana dan 

prasarana produksi pangan; dan e) mempertahankan lahan produktif”. 

Melalui Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

Nomor  58 Tahun 2016, Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi 

dan tugas pembantuan dibidang pangan. Untuk tugas pokok Dinas Pangan 

mempunyai fungsi sebagai berikut:  

1) penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pangan yang 

menjadi kewenangan Provinsi; 

2) penyelenggaran kebijakan teknis di bidang pangan yang menjadi 

kewenangan Provinsi; 

3) penyelenggaraan administrasi Dinas Pangan; 

4) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Pangan; dan 

5) penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. 
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Struktur  Organisasi Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas. 

b. Sekretariat, membawahkan: 

1. Subbagian Perencanaan; 

2. Subbagian Umum; 

3. Subbagian Keuangan. 

c. Bidang Ketersediaan Pangan, membawahkan: 

1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; 

2. Seksi Sumber Daya Pangan. 

d. Bidang Distribusi Pangan, membawahkan: 

1. Seksi Distribusi dan Harga Pangan; 

2. Seksi Cadangan Pangan. 

e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan: 

1. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan; 

2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan. 

f.    Unit Pelaksana Teknis Dinas. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Dari struktur organisasi tersebut masing-masing jabatan memiliki 

tugas sebagai berikut : 

(1) Kepala Dinas Pangan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, 

membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang pangan yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan 

tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang 

tugasnya. 
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(2) Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, 

mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi,  mengendalikan 

dan menyelenggarakan administrasi Dinas Pangan meliputi 

perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu 

Kepala Dinas Pangan mengoordinasikan bidang-bidang. 

(3) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

bahan penyusunan rencana, program, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pangan 

(4) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan 

ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan, urusan pengelolaan dan 

penatausahaan barang milik daerah, urusan kehumasan dan urusan 

kepegawaian di lingkungan Dinas Pangan. 

(5) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

keuangan dan pengelolaan barang di lingkungan Dinas Pangan. 

(6) Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai tugas memverifikasi, 

mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, 

mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan 

dan penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan dan 

pemantauan ketersediaan pangan serta pencegahan dan 

penanggulangan kerawanan pangan 

(7) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas 

menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat 

konsep, mengkaji ulang, menganalisis, menentukan ketersediaan dan 

kerawanan, pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan, serta 

penyusunan kebijakan teknis pengembangan ketersediaan pangan 

nabati maupun hewani. 

(8) Seksi Sumber Daya Pangan mempunyai tugas mempunyai tugas 

menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat 

konsep, mengkajiulang, menganalisis, menentukan pemberdayaan 

ketahanan pangan masyarakat. 
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(9) Bidang Distribusi Pangan mempunyai tugas memverifikasi, 

mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, 

mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan rumusan 

kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi 

pangan. 

(10) Seksi Distribusi dan Harga Pangan  mempunyai tugas menyusun, 

merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, 

mengkaji ulang, menganalisis, menentukan distribusi pangan hewani 

dan nabati serta menyusun kebijakan teknis pengembangan distribusi 

dan harga pangan nabati dan hewani. 

(11) Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, 

merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, 

menganalisis, menentukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan 

pelaksanaan pengkajian dan pengembangan  cadangan pangan. 

(12) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas 

memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, 

membina, mengevaluasi dan mengendalikan konsumsi dan keamanan 

pangan. 

(13) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas menyusun, 

merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, 

mengkaji ulang, menganalisis, menentukan pola konsumsi pangan, 

kebutuhan konsumsi pangan, keamananan dan pengawasan mutu 

pangan serta preferensi pangan masyarakat. 

(14) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas 

menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat 

konsep, mengkaji ulang, menganalisis, menentukan promosi 

penganekaragaman pangan serta pengembangan pangan lokal. 
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B. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan mengacu 

kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu strategis yang dapat 

menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang. 

Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi yang akan dicapai.  

Kinerja Dinas PanganProvinsi Kep. Bangka Belitung diarahkan untuk 

mencapai : 

1. Stabilnya harga pangan strategis  dengan indikator Persentase kontribusi inflasi 

harga pangan terhadap inflasi daerah; 

2. Tersedianya cadangan pangan pemerintah dengan indikator persentase 

tersedianya cadangan pangan untuk penduduk Provinsi Bangka Belitung 

sebanyak 2,5 % 

3. Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam dengan indikator kenaikan skor 

Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi sebesar 92,50; 

4. Meningkatnya penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran 

produsen dan kepedulian konsumen dengan indikator persentase pangan yang 

aman dikonsumsi sebesar 90 %; 

5. Meningkatnya Ketersediaan pangan yang beragam dengan indikator kenaikan 

skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan sebesar 96,32;  

6. Tertanganinya daerah rawan pangan dengan indikator persentase penanganan 

desa rawan pangan dengan target sebesar 2 %; 

7. Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran SKPD. 

Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Pangan 

Provinsi Kep. Bangka Belitung dapat secara tepat mengetahui apa yang harus 

dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun 

waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber 

daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga 

akan memungkinkan Dinas Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitunguntuk 

mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran  organisasi tercapai.  
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Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dalam Renstra Dinas 

Pangan mempunyai tujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan 

masyarakat melalui ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi 

serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan 

lokal, dengan cara : 

1. Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya 

lokal; 

2. Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan; 

3. Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok; 

4. Meningkatkan cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat 

dan kerawanan pangan;  

5. Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan 

aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat; 

6. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi 

kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal; 

7. Meningkatkan keamanan pangan segar. 

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja dalam pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pangan tahun 2017-2022 adalah 

sebagai berikut: 

1. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam; 

2. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan; 

3. Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen; 

4. Meningkatnya cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat 

dan kerawanan pangan; 

5. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman; 

6. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan 

gizi (AKG); 

7. Tercapainya keamanan pangan segar. 

Berdasarkan adalah Arah Kebijakan Dinas Pangan Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung untuk pemantapan ketahanan pangan yang meliputi aspek 

ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. 
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Kebijakan ketahanan pangan terdapat dalam 3 (tiga) aspek, yaitu: 

1. Aspek ketersediaan pangan, difokuskan pada 

 peningkatan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis 

potensi sumberdaya lokal; dan  

 memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi 

jumlah penduduk miskin dan kelaparan. 

2. Aspek keterjangkauan pangan, difokuskan pada: 

 stabilisasi pasokan dan harga pangan; serta  

 pengelolaan cadangan pangan. 

3. Aspek pemanfaatan pangan, difokuskan pada:  

 Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan bebasis sumber 

daya dan kearifan lokal; dan 

 pengawasan mutu dan keamanan pangan segar. 

 

C. Program dan Kegiatan Utama 

Program dan Kegiatan utama (core business process)Dinas Pangan 

Provinsi Kep. Bangka Belitungadalah : 

1. Program peningkatan ketersediaan dan kerawanan pangan, yang 

diaplikasikan dalam kegiatan utama : 

a. Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat; 

b. Penyusunan dan pengkajian dokumen neraca bahan makanan dan 

HBKN; 

c. Penanganan daerah rawan pangan; 

d. Gerakan pemenuhan gizi 1000 hari pertama kehidupan; 

e. Pengembangan desa mandiri pangan; 

f. Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. 

2. Program peningkatan distribusi, stabilitas harga dan cadangan pangan, 

yang diaplikasikan dalam kegiatan utama : 

a. Database hargaa dan stock pangan tingkat distributor; 

b. Pengembangan usaha pangan masyarakat; 

c. Pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat; 

d. Pengendalian distribusi pangan; 
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e. Penyusunan neraca prognosa pangan; 

f. Pengembangan cadangan pangan Provinsi; 

g. Pengembangan lumbung pangan masyarakat. 

3. Program peningkatan konsumsi dan keamanan pangan, yang 

diaplikasikan dalam kegiatan utama : 

a. Pengembangan usaha pemanfaatan lahan pekarangan pada 

kelompok masyarakat; 

b. Identifikasi dan analisis pola pangan harapan; 

c. Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar; 

d. Pengembangan pelaku usaha produk PSAT lokal; 

e. Penguatan sarana dan prasarana pengawasan keamanan pangan 

segar; 

f. Gelar pangan daerah dan lomba cipta menu pangan B2SA provinsi 

dan nasional. 
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BAB III  

HASIL PENILAIAN RISIKO 
 

 

A. Kerangka Pengukuran  

    Kemungkinan dan Dampak 

 

Dalam penilaian risiko perlu ditetapkan terlebih dahulu kerangka 

kemungkinan dan dampak, adalah sebagai berikut : 

1.  Kerangka kemungkinan/probabilitas : 

Probabilitas 
Kriteria 

Rating % 

1 0-10 
Sangat tidak mungkin/hampir 

mustahil  

2 10-30 
Kecil kemungkinan, tapi tdk 
mustahil 

3 30-50 Kemungkinan terjadi  

4 50-90 Sering terjadi 

5 > 90 Hampir pasti terjadi 

 

2.   Kerangka dampak : 

 

Level Deskriptor Deskripsi 

5 
Sangat tinggi/ 

katastropik 

Mengancam program dan organisasi serta 
stakeholders. Kerugian sangat besar bagi 

organisasi dari segi keuangan maupun 
politis 
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Level Deskriptor Deskripsi 

4 Besar 

Mengancam fungsi program yang efektif 
dan organisasi. Kerugian cukup besar bagi 

organisasi dari segi keuangan maupun 
politis 

3 
Menengah/ 

medium 
Mengganggu administrasi program. 
Kerugian keuangan dan politis cukup besar 

2 Kecil 

Mengancam efisiensi dan efektivitas 

beberapa aspek program. Kerugian kurang 
material dan sedikit mempengaruhi 
stakeholders 

1 
Sangat rendah/ 
tidak signifikan 

Dampaknya dapat ditangani pada tahap 

kegiatan rutin. Kerugian kurang material 
dan tidak mempengaruhi stakeholders 

Kriteria pengukuran merupakan ukuran keberhasilan dan biasanya 

disebut indikator kinerja kunci. Kriteria keberhasilan merupakan suatu 

ikhtisar tujuan jangka panjang instansi yang digunakan sebagai dasar 

mengukur pencapaian tujuan instansi dan dampaknya. Dengan 

menggabungkan kriteria keberhasilan dan skala konsekwensi maka akan 

diketahui tingkat konsekwensi risiko yang mungkin terjadi.  

Kriteria keberhasilan atau indikator kinerja kuncidapat dinyatakan 

dengan sejumlah kriteria yang lebih kecil yang meliputi semua aspek 

keberhasilan sehingga tidak ada dampak yang tidak significant akan 

terlewatkan. Kriteria keberhasilan dapat berupa masalah keuangan atau 

ekonomi, keluaran (barang dan jasa), ketaatan pada etika atau peraturan, 

citra dan hubungan kepada masyarakat. 

 

B. Bidang TelaahRisiko 

Penyusunan peta risiko dilakukan terhadap aktifitas dan kegiatan 

pokok di lingkungan Dinas Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung, dalam hal 
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ini ada 5 (lima) aktifitas dan kegiatan yang disusun peta risikonya yang 

meliputi, antara lain : 

1. Sekretariat, antara lain kegiatan: 

- Penyusunan laporan keuangan. 

2. Bidang Ketersediaan dan kerawanan pangan, antara lain kegiatan: 

- Pengembangan Desa Mandiri Pangan. 

3.  Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, antara lain kegiatan : 

- Pengembangan usaha pangan masyarakat; 

4.  Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, antara lain kegiatan: 

- Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar; 

- Pengembangan usaha pemanfaatan lahan pekarangan pada kelompok 

masyarakat. 

 

C. Register Risiko 

Penyusunan register risiko yang disusun terkait unsur Penilaian Risiko 

pada Dinas Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitungyaitu : 

- Pernyataan Risiko  = 35 

- Penyebab  C = 34 

   UC = 4 

- Dampak   = 38 

- Pihak yang terlibat : Sekretariat dan Bidang 

 

Dari hasil identifikasi risiko yang dilakukan oleh Sekretariat dan Bidang 

di lingkungan Dinas Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung, dapat diketahui 

bahwa memiliki 35 Risiko, 34 Penyebab Risiko yang dapat di control (C ) dan 

terdapat 4uncontrol  (UC) dan 38 Dampak Risiko.Risiko-risiko tersebut 
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tersebar di setiap Sekretariat  dan bidang di lingkungan Dinas Pangan 

Provinsi, dengan rincian sebagai berikut ini. 

Register Risiko, Penyebab dan Dampak 

No 
Sekretariat/ 

Bidang 
Risiko Penyebab Dampak 

1 Sekretariat 12 15 15 

2 Bidang-bidang 23 23 23 

Jumlah 35 38 38 

Analisis terhadap risiko-risiko yang teridentifikasi telah dilakukan oleh 

Dinas Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung, dengan hasil sebagai berikut: 

Indentifikasi Deskripsi Risiko 

Level Range Deskripsi Jumlah Risiko 

5 15 – 25 Ekstrim 9 Risiko 

4 10 – 14 Tinggi 11 Risiko 

3 5 – 9 Moderat 14 Risiko 

2 3 – 4 Rendah 4 Risiko 

1 1 – 2 Tidak Signifikan 1 Risiko 

Selanjutnya berdasarkan penilaian risiko dan jumlah risiko, penyebab 

dan dampak risiko diatas dapat dianalisis terhadap kemungkinan terjadi dan 

dampaknya berdasarkan kriteria pengukuran analisis risiko. Pengukuran 

analisis risiko tersebut dikelompokan berdasarkan Sekretariat dan Bidang 

pada Dinas PanganProvinsi Kep. Bangka Belitungseperti terlihat pada tabel 

berikut : 
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Analisis kemungkinan Risiko 

No. 
Sekretariat/ 

Bidang 

Kemungkinan 

Total 
Sangat 

tidak 
mungkin 

(1) 

Kecil 

Kemung-
kinan 

(2) 

Kemung-

kinan 
Terjadi 

(3) 

Sering 
Terjadi 

(4) 

Hampir 

Pasti 
Terjadi 

(5) 

1 Sekretariat 0 6 6 2 0 14 

2 Bidang 1 12 8 1 0 22 

Jumlah 1 18 14 3 0 36 

Dari analisis terhadap penilaian risiko dapat diketahui tingkatan 

dampak dari risiko mulai dari tingkatan sedang, besar dan sangat besar/luar 

biasa seperti terlihat pada tabel berikut ini: 

Analisis Dampak Risiko 

No. 
Sekretariat/ 

Bidang 

Dampak 

Total Tidak 
Berarti 

(1) 

Kecil 
(2) 

Sedang 
(3) 

Besar 
(4) 

Luar 
Biasa 

(5) 

1 Sekretariat 0 2 4 5 4 15 

2 Bidang 0 3 3 8 7 21 

 Jumlah 0 5 7 13 11 36 

  Berdasarkan analisis dan pemetaan risiko terlihat bahwa pada Dinas 

PanganProvinsi Kep. Bangka Belitungditemui kegiatan-kegiatan yang memiliki 

risiko dengan probabilitas/kemungkinan kejadian mulai dari range/tingkatan 

kecil kemungkinan, kemungkinan terjadi, sering terjadi dan hampir pasti 

terjadi pada kegiatan tertentu pada Sekretariat dan Bidang di lingkup Dinas 

PanganProvinsi Kep. Bangka Belitung.  
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  Selanjutnya juga diketahui dari analisis penilaian risiko bahwa dampak 

risiko itu tingkatannya mulai dari kecil, sedang, besar dan sangat besar 

terhadap pencapaian tujuan organisasi sehingga harus segera dikendalikan 

secara terarah dan terkoordinasi diantara bidang dan instansi terkait lainnya.  

D. Peta Risiko 

Dari hasil penilaian risiko yang telah dilakukan dapat digambarkan 

dalam peta risiko sebagai berikut: 

Peta Risiko Dinas Pangan Daerah Provinsi Kep. Bangka BelitungTahun 2019 

K
E

M
U

N
G

K
IN

A
N

 

5 

Hampir 
Pasti 

    9 
4 

Sering 

Terjadi 

   

11 
 

3 
Mungkin 
Terjadi 

  

14 
  

2 

Jarang 
Terjadi 

 

4 
   

1 

Hampir 
Tdk 

Terjadi 

1 
    

  1 

Tidak 
Berarti 

2 

Kecil 

3 

Sedang 

4 

Besar 

5 

Luar 
Biasa 

 DAMPAK 

  Pada tabel pemetaan risikodiatas terlihat bahwa terdapat 9 risiko 

berada pada tingkat kemungkinan pasti terjadi terjadi dengan dampak 

sangat luar biasa, 11 risiko berada pada tingkat kemungkinan sering terjadi 

dengan dampak besar, 14risiko pada tingkat mungkin terjadi dengan dampak 

sedang dan 4risiko berada pada tingkat jarang terjadi atau dengan dampak 

kecil dan 1 pada tingkat hampir tidak terjadi dengan dampak tidak berarti. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 
Penilaian risiko di Dinas Pangan Provinsi Kep. Bangka 

Belitungmencakup seluruh Sekretariat dan Bidang-bidang. Penyusunan 

Register Risiko merupakan kegiatan dari Implementasi Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP), yang diawali degnan penetapan tujuan dari 

kegiatan yang dibarengi dengan penentuan peta risikonya, sehingga disusun 

dalam bentuk Buku Penilaian Risiko. 

Pihak-pihak yang melakukan penilaian risiko pada tataran kegiatannya 

telah menetapkan register risiko yang terdiri dari pernyataan  risiko sebanyak 

35 item, penyebab risiko sebanyak 38 item dan dampak resiko sebanyak 

38item. Selanjutnya terhadap risiko tersebut disusun dalam bentuk analisis 

tentang kemungkinan pengaruh dan dampak atas risiko yang akan terjadi di 

tataran kegiatan. Dan juga deskripsi risiko diklasifikasi dengan tingkatan 

ekstrim sebanyak 9 risiko, tinggi sebanyak 11 risiko, moderat sebanyak 14 

risiko, rendah sebanyak 4 risiko dan 1 tidak signifikan. 

Buku Penilaian Risiko ini merupakan laporan hasil pelaksanaan 

penilaian risiko di lingkungan Dinas Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung. 

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Bagian Ketiga pasal 13 

ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan 

penilaian risiko. Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas 

kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran 

instansi pemerintah. Lebih lanjut, bahwa penilaian risiko terdiri atas 

identifikasi risiko dan analisis risiko.Selanjutnya Pergub Nomor 40 Tahun 

2009 pasal 3 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1), dalam rangka implementasi SPIP 

maka harus disusun Daftar Register Risiko pada tataran kegiatan. 
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Sistim Pengendalian Intern Pemerintah merupakan proses yang 

integral pada tindakan dan kegiatan dilakukan secara terus-menerus oleh 

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas 

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, 

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan. Maksdunya, bahwa fondasi dari 

pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang 

membentuk unsur lingkungan pengendalian yang baik, yang didukung oleh 

komitmen bersama serta kepemimpinan yang kondusif untuk mencapai 

sasaran dan tujuan instansi pemerintah. 

Semua PD dapat menyadari pentingnya pengendalian program dan 

kegiatan serta menindaklanjuti hasil pemantauan kegiatan dengan 

menitikberatkan pada identifikasi dan analisa risiko. Diharapkan akan tercipta 

tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Provinsi Kep. Bangka 

Belitungumumnya, dan di Dinas Pangan khusus. 
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